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Menimbang :

TENTANG

. ~ BUPATI MUARAENIM,

jaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Bupati téntang

engingat 1. Undang-Undang Nomer Tahun 28 Tahun 1959, Pembentukan Daerah Ting

S - Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik In
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangur
- Nomor 68, Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 331

- Momor 12 Tahun 1994 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1¢

BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 09 TAHUN2010

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
. © TAHUNANGGARAN2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

u dit aturan Bupati te Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
0 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010, AR SR |

gkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran

nesia Nomor 1821,

1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
‘sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 62, Tambman Lembaran Negara Republik



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan {Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 1997 Nomer 44, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-undang Nomeor 28 Tahun ﬂ999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomaer 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
47, Tambzahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negarg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomar 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);



13.

14.

15,

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 fentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesid Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Reputlik Indonesia Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Refribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4139):

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapakali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tanhun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Baden Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomoer 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomeor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)



23,

24,

25,

26.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Kéuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomer 57 Fahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomoer 140, Tambahan Lembaran Negara Repuolik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

. Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah {(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintah Daerah
Pravinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomeor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerzh (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 59 Tahun 2007,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2010:



33.

38.

39,

40.

41.

42,

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004
Nomar 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun
2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2);

- Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 8):

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muard Enim Tahun 2008 Nomor 10) ‘

¥

. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan QOrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Muara Enim {Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 22);

. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Dzerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Dagrah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Qrganisasi dan Tata Kerja inspektorat,
Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun
2008 Nomor 25); "

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tanun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan
Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 27);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomer 12):



- Anggaran Pendapatan dan Belan;a Daerah Tahun Anggaran 2010 terdm atas

Pendapatan _ o o
a. Pendapatan Asli Baerah _ o | “Rp. 70.907.869.42?,-0{)_ E
 byDana Perimbangan |  Rp.811.317.74284384 |
. Lam-lam Pendapatan Daerah yang sah - - Rp 50 385.257.912,00 &

4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2008 Pengeioiaan Bar‘ang.Mi'lik Daerah (Lembaran 'Daerah_ |

Kabupatm Muara Enim Tahun 2008 Nomnr 13],

44 Paraturar; Daerah Kabupaaan Muara Emm Nomor 25 Tahun 2008 ng Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

 Kabupaten Muara Enim Tahun 2008~ 2013 (Lembaran Daerah KabL paten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 20);

| __45 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2010 tentanAnggaran Pendapatan dan Belan;a Daerah Tahun

Anmran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaim Muara Enim Tahun 2010 Namor );

MEMUTUSKAN:

| e | Pasai 1

~Jumlah Pendapatan - Rp. 932,610.870. 182,84




2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung -
1). Belanja Pegawai | | . ‘Rp. 412.869.928.804.42 -
2). Belanja Bunga Rp 2 08294199360 |
3). Belanja Subsidi | Rp.  2.283.662.500,00
4). Belanja Hioah | o Rp.  9.319.898960,00
5). Belanja Bantuan Sosial o  Rp. 14.360.033.248.00
6). Belanja Bagi Hasil | | "Rp.  36.716.948.00
7). Belanja Bantuan Keuangan Rp. 32.210.540.000,00 |

 8). Belanja Tidak Terduga | Rp. 2530820624,40- |

" Jumlah Belanja Tidak Langsung |  Rp. 475694.543.078,42

L%
.

b. kBelanja Langamg

1), Belanja Pegawal | D  Rp. 50.530.092.325.00
2). Belanja Barang dan Jasa -  Rp. 198.359.033.418,00
3) Baianja Moda! : _ , Rp 269.0988.422 274,00 :

Jumiah Belama Langsung S | Rp. 518.977.548.017,00
Jumlah Belan_ia ~ Rp. 9 *sn 091.095,42
Surpkus/(Defisit) ~ 'Rp. (62061.220.812,58)

:le:l,




Rp. 133 .966.850. ood"au “
Rp 71.905.629. 087,42 |

Jumlah Pembiayaan Netto .  Rp 62 061.

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan  Rp

| Pasal 2
ngkasan Pe'nj'*a_baran APBD'"sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampir

=
L

”" S | Pasaia'

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian ya‘ng-,-:_t:idak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5 _- \_,

':_Pelaksanaan Famaﬁaran APBD yang dltetapkan dalam peraturan ini dnruangkan iebfh Ianju
: Perangkat Daerah sasual dengan ketentuan pemndang—undangm '

falam Dokumen Pela.ksanaan Anggaran Satuan Kerja B ]



Pasal 6

Peraturan ini mulai beraku pada tangga! diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuin

ya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
nada tandgal 44 Februari 2010

¥

!
,VMUARA ENIM
/

4

3 | MUZAKIR SAI SOHAR
.v‘l
Diundangkan di Muara Eqim
Pada tanggal 24 Februéri 2010

SERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2010 NOMOR 2 Seri A

EiPerda APRD/Raseroup 2040




F
Lampiran | : PERATURAN BUPAT! MUARA ENIM
NOMOR : 09 TAHUN 2010
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2010
KABUPATEN MUARA ENIM
RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010
NO URUT URAITAN JUMLAH
1 2 3
PENDAPATAN DAERAH
T B Cvr—— Asll Daerah e e B o B i TEma— 70&0_,"%9427'03
1 1 |Pajak Daerah " T ) - Rp. 13.928.500.000,00
111 2 Retribusi Daerah N T - - T - o Rp. ' 5.929.402. 210_00
11 | 3 |Hasi F’e_rfgaolaan Kekayaan Daiﬁﬂyahg_ﬁ[msahkan ) ' ' - o - N | Rp. o . 5.6832677.017.0
T 114 Lam lain Ps Pendapatan Ash Daerah Yang Sah - R - “Rp. - 45.417 290 200,00 00
121 EﬁE'Pé'riﬁéhga_n"' - o 1 N | Rp. . 811.317.742.843 B4
2 | 1 |DanaBagiHasi Pajak/Bagi Has’i’lﬁkan Pajak o - - Rp 424 595 046,843 84
151 5 I0ana Aibkasi G ——— o e B . . 377 875 096, 6UR.08
2 3 Dana Alokam Khﬁgﬁs T N . ' - ] '“Rp _14.843._600.0_0_mw
3  [Lain-lain Pe Pendapatan Daerah ‘féh?éah - o o I | R_p; ____________ ~ 50.386.257.912, UDI
3 | 1 |HibahdariPemeriniah Pusat o e Rp. 8.876.047.000.0008
11 |“Hiban Bidang Air Bersih : Rp. 4.931.137.000.- o - - - ' - D ]
- Hibah Bidang Kesenatan Rp" 3. 944 910.000 - - o N B
451 2 oo Bernat— ettt S I _ = _ R o |
3 | 3 |Dana Elagl Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemenntah Daerah__l;amnya """""" N Rp - 37 945 063 312 OOI
1 3| 4 |Dana Penyesualaw dan Otonomi Khusus ' - N ]
' - Dana Penyesuaian Tunjangan kependfﬁn o T Rp 3 564.147. 6:]0 00
| 2 | 5 |Bantuan Keuangan dan F’mwnsr a‘tau Pemenniah Daerah Lamnya ' Rp. - -
| N - R - JUMLAH'FENDAPATAN DAERAH| Rp. © 932.810.870.182,8

1 RINGKASAN PERDA - FINAL -F



NO URUT URAIAN

1

2 ______B'E_';A_NJEEE_REH_;_'._"__f'__' R Y S e

Rp.  475.694.543.078,42

—_— o i - Re. T 412.860.025 804 42

Belanja Bunga R e TR ___?@%-94_7993._60

Belanja Subsidi | o I 2 | Rp. 228
BelanJaHlbah o o | _Rp S

1
2
3
_4 . +- — —_— ——— — . " —— . —
| 5 Belanja E E!antuan s.:.s;a| ' - - __ _{ Rp. 14 360. 033243 0
B8 . 18,
[ 7
8

‘Mimimim|mlm!m‘

R P

2| 2| |BelanjaLangsung - : L 518.977.548.017,00
2 Betanja Pegawai ] - T | Re. 506309_92325 ook

1
2 |Belanjs Barang dandasa | 4 | Re T 8 |
2 |Belanja Modal B . I . ¥ S E L 40U

o B R _ | SURPLUS/(DEFISIT) Rp. .._'__j__'___(érmii-_ﬁﬁ_mﬁﬁ

2 RINGKASAN PERDA - FINAL -F



URAIAN

| _pﬁm&mmmm S

Peneriman Pamblaym

| Sisa Lebin Perl

n Anggaran Tahun Sebelumpya (SE_PA)

85.368.850.000,

{Pencairan Dana Cadangan

_|Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Pinjaman Daerah

Rp.

_|Penerimaan Kembali Pemberian P!ﬁ}aman

48.508.000.000,00

I IS NT T SIS A

Peinerimaan Piu:lagg Daerah

RIMAAN PEMBIAYAAN]

133.966.850.000,00

P&nwnmn Pambtamn

_ |[Pembentukan Dana Cadangan

_|Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

_|- Penyertaan Modal Kepada BUMD PDAM Lematang

Enim

~ 69.744.528.500,000

riaan Modal Kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumsel

an Pokok Utang.

1.000.000000,00]

181.135.567 42|

|-Pembayaran Pokok Utang pada Asian Development Bank (ADE)

an Hutang pada pihak ketiga

bavaran utang pada PT.Tanjung Lapan

mbayaran uiang pada OV Excel 21 .

IE 'PSm'bayamn utang peda PT.MDP

'897.000 0004]0

n anggaran tahun berkenan (SILPA)

3 RINGKASAN PERD

MUZAKIR SAI SOHAR

 JUMLAH - l
i

| 4_2_.9!54-.-000,0& |

7 805,629 o&?,a
62061 22&312 58 ‘é |




